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PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 
NOMOR     11    TAHUN 2007 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2005-2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI GROBOGAN, 

 
Menimbang  :  a.   bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, 
yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan 
jangka pendek; 

b.   bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam 
mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, 
misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun rencana 
pembangunan daerah dalam jangka panjang jangka waktu 20 
(dua puluh) tahun mendatang; 

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dituangkan dalam 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025. 

 
 

Mengingat  :     1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa T'engah; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang   
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 
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10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

11. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  

12. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang 
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4406); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, 
Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4578 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664); 
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18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 
2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2003 Nomor 133); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);  

20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 Nomor  5 Seri E). 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN 

dan 
BUPATI GROBOGAN 

 
 

MEMUTUSKAN 
 
 
Menetapkan : PERATURAN  DAERAH   TENTANG   RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2005-2025 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan; 
2. Bupati adalah Bupati Grobogan; 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 
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4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Kabupaten 
Grobogan Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya disebut RPJP 
Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai Tahun 2005 
sampai dengan Tahun 2025; 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJM Daerah, adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun; 

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 
(satu) tahun. 

 

Pasal 2 
 

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat 
visi, misi dan arah pembangunan daerah, yang merupakan cita-cita 
kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat daerah serta strategi 
untuk mencapainya. 
 

BAB II 
SISTEMATIKA 

 
Pasal 3 

 
RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
 
BAB I :  PENDAHULUAN 
BAB II :  KONDISI UMUM DAERAH  
BAB III :  VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH 

TAHUN 2005-2025 
BAB IV  :  ARAH,    TAHAPAN    DAN     PRIORITAS                      

PEMBANGUNAN   JANGKA PANJANG DAERAH                             
TAHUN 2005-2025 

BAB V :  PENUTUP 
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BAB III 
URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH 
 

Pasal 4 
 

RPJP Daerah disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Provinsi Jawa Tengah, yang masa berlakunya sama dengan RPJP 
Nasional 2005-2025, yang memuat visi, misi dan arah kebijakan 
pembangunan daerah.  

 
Pasal 5 

 
RPJP Daerah merupakan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD). 

Pasal 6 
 

(1) Uraian RPJP Daerah sebagaimana lampiran merupakan bagian tak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; 

(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk 
menghindarkan kekosongan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati 
yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya 
diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya. 

 
 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 7 

 
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan RPJP Daerah; 
(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati. 
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Pasal 8 
 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 9 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Grobogan. 

Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal .................... 

BUPATI GROBOGAN, 

BAMBANG PUDJIONO 
Diundangkan di Purwodadi 
pada tanggal  ..................................  
 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN 

SUTOMO HERU PRIANTO 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2007 NOMOR...SERI.. 

 
 
 
 


